KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
NOMOR : 68/KPA.W18-A7/SK/KP3.4/V1/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
termasuk dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
menentukan bahwa Ketua Pengadilan
mengadakan pengawasan antara lain terhadap
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera dan Jurusita;

bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan
pengawasan dan atas hasil pengawasan
tersebut,maka tugas administrasi perlu dibagi
dalam bidang-bidang pengawasan administrasi;
bahwa tentang tatacara pelaksanaan pengawasan
sebagaimana di atas, Mahkamah Agung telah
menentukan  sebagaimana  tersebut dalam
Keputusan Mahkamah Agung No.
KMA/006/SK/1994 Tentang Pengawasan dan
Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan
Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;

bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana
tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini

dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas
dimaksud.



Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan
Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan BadanBadan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS
BIDANG PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN
2025,

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Lolak Nomor : 16 /KPA.W18-
A7/KP3.4/1/2025 tanggal 02 Januari 2025
tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan
menetapkan Kembali Hakim Pengawas Bidang
sebagaimana daftar terlampir dalam Surat
Keputusan ini;

Tugas dan fungsi Hakim Pengawas Bidang adalah
membantu Ketua Pengadilan Agama Lolak dalam
melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan
terhadap tertib pelaksanaan administrasi Bidang
Bindalmin, teknis yustisial dan Bidang umum di
lingkungan Pengadilan Agama Lolak;

Pembinaan dan Pengawasan ini di laksanakan
setiap saat sesuai kebutuhan dan dalam
melaksanakan tugasnya, Hakim Pengawas Bidang
harus berkoordinasi dengan Panitera dan

Sekretaris Pengadilan Agama Lolak;



KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

H PR RS

Hasil Pembinaan dan Pengawasan tersebut di
laporkan secara tertulis Kepada Wakil Ketua
Pengadilan Agama Lolak sekali dalam tiga bulan
dengan tembusan Ketua Pengadilan Agama Lolak
untuk di adakan Evaluasi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan Kketentuan bahwa apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
surat keputusan ini, akan di ubah dan di perbaiki

sebagai mana mestinya;

Surat Keputusan ini di berikan kepada masing-

masing yang bersangkutan untuk di indahkan;

/Qlte}‘qﬁagan di : Lolak
: 24 Juni 2025

Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta :
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado ;
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